BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENAN GGULANGAN BENCANA DAERAH

. Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun
2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo.
Undang—Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah jo. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan dji Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




o

10.

.Undang—Undang Nomor 33 Taiun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara pe merintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ("embaran Negaia Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambah:n LLembaran Negara
Republik Indonesia Talwun 2004 Nomor 4438);

3 Un.dang—Undang Nomor 24 Tahun 2007 gtenta.ng

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 472 35

3 Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 38, Tambahar Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54 94);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Timbahan Lembaran
Negara Republik 1 donesia Nomor '87) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakh; dengan Undang-
Undang Nomor 9 Téhun 2015 tentan Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Ta un 2014 tentang
Pemerintahan Dacah (Lembaran Negara Republik
Indonesai Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679,

- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural (Lembara Negara Republi | ndonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lemba. Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubéhan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun - 2000
tentang Pengangkata Pegawai Negeri pil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republil 'ndonesia Tahuln
2002 Nomor 33, Tambahan Lembara: Negara Republik
Indonesia Nomor 41 94);

Peraturan Pemerint. I Nomor 9 Tap 2003 teritang
Wewenang Pengangkatan, Pen indahan, dan
Pemberhentian Pegawai Neger Sipil (_embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15. Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesic  Nomor 4263
sebagaimana telah diubah dengan Peratiiran Permerintah
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12,

13,

14,

M

Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pernberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 164);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Reputlljk
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67 8); ‘ :
Peraturan Pemerin:ah Nomor 18 Tihun 2016 Tentang
Perangkat Daerah [embaran Negarz Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambaha . Lembaran - Negara
Republik Indonesia Nomor 5887 ) :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Norior 46 Tahun 2008
tentang Petunjuk Teknis Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencan:: Daerah; ‘
Peraturan Menteri Dalam Negeri Norior 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 201¢ tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produlc Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018§Nomor

'157);

15. Peraturan Daerah \abupaten Tapan: i Utara Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan “erangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara (Lembarar Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara Tah 1 2016 Noror 0¢

16. Peraturan Daerah lLabupaten Tapani ' Utara Nomor 06
Tahun 2021 tentang Pem! ntukan Badan
Penanggulangan R cana Daerah K hupaten Tapanuli
Utara (Lembaran aerah Kabupat: Tapanuli Utara

Tahun 2021 Nomor 06);
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J— Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  KEDUL 'KAN, SUSUNAN
| ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI. SE| A TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAIRAH KABUPATEN
| TAPANULI UTARA.
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! BAB |

| KETENTUAN UMUM

! Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksuc dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Ut::ra;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyclenggaraan ‘Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah D:.erah dan Dewan
‘Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomij seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip  Negara \esatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dal . in Undang—Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah  adalah Bupati sebagai = unsur
pPenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
Pelaksanaan  urusan pemerintahar; yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang  selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwaliilan rakyat Daerah
yang  berkedudukar: sebagai yns |-
Pemerintahan Daeral

S. Péra.ngkat Daerah acalah unsur pem anty Bupati dan
Dewan Perwakilan Riliyat Daerah daj 1 penyelenggaran
urusan pemerintahan ‘ang menjadi kew. rangan daerah.

6. Badan Penanggula.ngem Bencana Daers yang selanjutnya

disingkat BPBD adalah Badan Penang '11langan Bencana

Daerah Kabupaten Tapanuli Utarg merupakan Iembaga' lain

sebagai bagian dari Perangkat Daerah K tbupaten Tapanuli

Utara. '

Bupati adalah Bupati Tapanul; Utara.

8. Aparatur Sipil Negara Daerah yang sel: njutnya disingkat
ASN Daerah adalah Pegawaj Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Qi lingkungan
Pemerintah Daerah.

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris T
Tapanuli Utara.

& 10. Perangkat Daerah ad:lah bPerangkat (

penyelenggara

A

rah  Kabupaten

erah Kabupaten
Tapanuli Utara.

11. Bencana adalab peruiahan atau rang .jan perubahan
Yang mengancam da mengganggu :ehid upan dan
penghidupan masyarakat yang disebabka. - baik oleh faktor
alam dan/atay faktor nonalam maupu:
schingga mengakibatks timbulnya korb
kerusakan lingkungan kerugian har: 4
dampak psikologis.

faktor manysia
Jiwa manusia,
benda, dan
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12,

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

Bencana alam adalah bencana yarn-
peristiwa atau seranckaian peristiwa y:

alam antara lain berupa gempa bum.

meletus,
longsor.
Bencana nonalam acalah bencana ya
peristiwa atau ranglaian peristiwa no
lain berupa gagal tel: ologi, gagal mode
wabah penyakit.

Bencana sosial ad: .h bencana ya
peristiwa atau seran: :aian peristiwa ya
manusia yang melipt i konflik sosial a;
antar komunitas mas- ‘arakat, dan teror
Penyelenggaraan
Serangkaian upaya

banjir, kekeringan, angin

penanggulangan
‘ang meéliputi p
pembangunan yang erisiko timbulny:
pencegahan bencana. tanggap darurat ¢
Rawan bencana adalali kondis; atau ka
biologis, hidrologis, klimatologis, geogr:
politik, ekonomi dan teknologi pada s
jangka waktu tertenty yang mengu
mencegah, meredam, mencapai kesiap:
kemampuan untuk menanggapi dam;
tertentu.
Kegiatan pencegahan hencana adalah sc
yang dilakukan sebaoai dan/atau me
bencana. i
Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegia
untuk mengantisipasi bencana melaluj
guna dan berdayagun.
Mitigasi adalah ser: ngkaian
resiko bencana, baik melalui pembang;
penyadaran dan pe: in gkatan
ancaman bencana.
Tanggap darurat ber ‘ana adalah se;
yang dilakukan denga segera pada sasz
untuk menangani dampak buruk yang
meliputi kegiatan penyclamatan dan eval
benda, pemenuhan kebutuhan das.
pengurusan, peéngungsian, penyelamata;
prasarana dan sarana.

lkemam

upaya .

diakibatkan oleh

ng disebabkan oleh

tsunami, gunung

'opan, dan tanah
¥

2 diakibatkan oleh

1 alam yané antar

isasi, epidemi, dan

(iakibatkan oleh
. diakibatkan oleh
ara kelompok atau

adalah
ctapan kebijakan

encana

bencana, kegiatan -

1 rehabilitasi.

kteristik, geologis,
fis, sosial, budaya,
atu wilayah untuk
angi  kemampuan
n dan mengurangi
a2k buruk bahaya

rangkaian kegiatan
surangi ancaman
n yang dilakukan
ngkah yang tepat

ntuk mengurangi
an fisik maupun
‘an menghadapi

‘gialan Kkegiatan
‘ejadian bencana
‘timbulkan, yang
‘asl korban, harta

perlindungan,
serta pemulihan
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22,

23.

24,

25.

26.

28.

29.

30.

31.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pe: ulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat campai tingkat yang
memadai pada wilavah pasca benc na dengan sasaran
utama untuk normalisasi atau berj: linnya secara wajar
semua aspek pemerintahan dan ke r'dupan masyarakat
pada wilayah pasca hencana.

Rekonstruksi adalah pembanguna:  kembali semua
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca
bencana, baik pada tingkat pen  rintahan maupun
masyarakat dengan sasaran ut: aa tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomia . sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran
serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat pada wilayah pasca ber ana.

Ancaman bencana adalah suatu kej: dlian atau peristiwa
yang bisa menimbuli:an bencana. '
Bantuan darurat lencana adalah  paya memberikan
bantuan untuk me nenuhi kebutuh:  dasar pada saat
keadaan darurat. :
Pengungsi adalah orang atau kelcinpok orang yvang
terpaksa atau dipak:s keluar dari tem «t tinggalnya untuk
jangka waktu yang |elum pasti seb. ai akibat dampak
buruk bencana.

Korban bencana ad. I.h orang atau k ompok orang yang
menderita atau men:: 2ggal dunia akib: hencana.

/. Kecamatan adalah n ‘rupakan wilayak  cria camat sebagai

wilayah perangkat d:rah kabupaten. .
Kelurahan adalah wilayah kerja lural sebagéi perangkat
daerah kabupaten dalam wilayah kerja :ccamatan. '
Desa adalah kesatuan masyarakat hulkum yang inemilﬂd
batas-batas wilayah - ang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan setempat beriasarkan asal-usul
masyarakat dan adat istiadat setemp: ¢ vang diakui dan
dihormati dalam sisiem pemerintaha:  Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Lembaga Independe: adalah lemba | /organisasi yang
mempunyai kemampian untuk melaku' «n pemilihan calon
anggota unsur pengarah penanggula: van bencana dan
tidak memiliki kepentingan atau keb: ‘pihakan terhadap
pihak-pihak tertentu alam pemilihan ¢ 'on anggota unsur

pengarah penanggula: san bencana.

Kepala BPBD adal Kepala Bada Penanggulangan
Bencana Daerah Kab: paten Tapanuli U
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32.

33.

34.

35.

36.
37.

(1)

(2)

(1)

Rencana Strategis yang selanjutnya discbut Renstra adalah
dokumen perencanaan BPBDuntuk jangka waktu 'S (lima)
tahun.

Rencana Kerja yang selanjutnya dis~but Renja adalah

dokumen perencanasn BPBD untuk jangka waktuy 1 (satu)
tahun.

Rencana Kegiatan dar Anggaran yang sclanjutnya diéingka.t
RKA adalah dokume: perencanaan tah nan BPBD,

Dokumen Pelaksan~an Anggaran ang  selanjutnya
disingkat DPA adal i dokumen pel: | sanaan anggaran
BPBD. -

Kepala Pelaksana ad: -1 Kepala Pelaks: - BPBD,

Jabatan Fungsional «1alah kedudukan ang menunjukkan
tugas, tanggung jaw:a b, wewenang, da: hak seorar__ig PNS
dalam satuan org:nisasi yang di'am pelaksanaan
tugasnaya harus berd:sarkan keahlian.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FU 1 GS]
Pasal 2 1

BPBD mempunyai kedudukan sebaga: unsur pelaksana
penanggulangan benc:na di daerah;

BPBD dipimpin oleh nepala Badan ya - secara  ex-officio
dijabat oleh Sekrets:is Daerah dan ertanggungjawab

kepada Bupati.

- Pasal 3 :
BPBD sebagaimana dimaksud dalam i’asa] 2 ayat (1)
mempunyai  tugas melaksanalkan fnyvusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang _pesifik dibidang
ketatusahaan /adminis: rasi pencegahan n kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logis: ik, rehabilitasi d rekonstruksi,
pembinaan Unit Pelal sina Teknis dan

lompok Jabatan

Fungsional,

BPBD dalam melaksa kan tugas seba. 1mana dimaksud

pada ayat (1) menyelen arakan fi, 1ngsi:

a.  penyusunan Rens: -, Renja, RKA da: Dpa BPBD;

b. pelaksanaan DPA | 'PBD;

€. Perumusan kebijal:an teknig di bidar
bencana;

d. pemberian dukungan atas
pemerintahan daer..h bidang penang:

~ benanggulangan

penyelenggaraan
langan bencana;
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€. pembinaan dan pelaksanaan tuge  sesuai bidang tugas 2
penanggulanga bencana; "‘ E
f.  pengkoordinasi penangana: penanggulangan *
bencana; . i
8 pelaksanaan fi . .gsi lain rang ¢ erikan oleh Bupati x
sesuai dengan ' sas dan fungsiny = dan *
h. melaporkan da. pertanggungjaws n tugas dan fungsi
BPBLD. ,
BAB III 3 i
SUSUNAN ORGANISAS |
Pasal 4 £
‘; (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari. 3
a. Kepala BPBD;
b. Unsur Pengarah:

¢. Unsur Pelaksana. terdiri dari:

1. Kepala Pelaks:ina; ~

2. Sekretariat U sur Pelaksana, te: liri dari:
a. Sub Bagia: Keuangan;
b. Sub Bagiarn Umum dan Kepe; waian; dan
¢. Sub Bagian Program dan Perericanaan;

3. Bidang Penceg han dan Kesiaps .yaan, terdiri dari:
a. Seksi Penceoahan: dan

b. Seksi Kesia, )siagaan;

4. Bidang Kedar! ritan dan Logistil e diri dari:
a. Seksi Keda i iratan: dan
b. Seksi Logisiii:: .

S. Bidang Rehabilirasi dan Rekonst: | ksi, terdiri dari:
a. Seksi Rehabilitasi; dan ) 2
b. Seksi Rekor struks;i. :

(2) Bagan susunan organisasi BPBD seb, .~ umana dimaksud
pPada ayat (1) tercan: im dalam Lampir vang merupakan-
bagian tidak terpisal kan dari Peratura Bupati ini, :

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud da Pasal 4 ayat (1)
huruf ¢ angka 2 dipimpin oleh seoran wepala Sekretariat
yang dalam melaksanakan tugasnya b rada dj bawah dan
bertanggung jawab . pada Kepala Pela -ana.

(2) Bidang-bidang seba aimana dimaks: dalam Pasal 4
ayat (1) huruf ¢ ang 4 3, angka 4, d: angka 5 masing-
masing dipimpin ole Seorang Kepala ‘idang yang dalam
melaksanakan tugas ' a berada di baw
Jawab kepada Kepal: clakszna

ot

B

car bertanggung
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(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud hada Pasal 4 ayat (1)
huruf ¢ angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dipimpin
oleh  seorang kepala Sub  B:uian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di ba vah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sekretariat.

(4) Seksi sebagaimana dimaksud pada I sal 3 ayat (1) huruf
¢ angka 3 huruf 2 dan huruf b, aska 4 huruf a dan
huruf b, dan angk: 5 huruf a dan b iruf b dipimpin oleh
Seorang Kepala Seksi yang dalam me aksanakan tugasnya

. berada di bawah can bertanggung i wab kepada Kepala

Bidang.

BAB I\

'‘ATA KER.JA

Pasal 6
Setiap pejabat struki iral dan fungs nal BPBD  wajib
melaksanakan prinsip koordinasi, sin misasi, integrasi,
simplikasi, transparansi ian akuntabilita: ialam pelaksanaan
tugas dan fungsinya :crta hubuy ngan nas internal dan
eksternal perangkat daer: h.

Pasal 7

Setiap pejabat struktural dan fungsi nal BPBD wajib
mengoptimalkan pendayagunaan sumber '‘ava manusia dan
sumber daya lainnya ccara efelctif, e ien. objektif dan
produktif dalam rangka pencapaian visi da; misi BPBD sebagai
bagian dari visi dan mis; Pemerintah Daera!

i Pasal 8
Setiap pejabat struktural dan fungsional ~ BPBD wajib
mendayagunakan, membina, mengembangkan,

mengordinasikan, membiibing, dan/atay emfasilitasi setiap
bawahan dalam pelaksan: «n tugas dan fun. - masing- masing.

Pasal 9 :
(1) Setiap pejabat struliiural dan fungs nal BPBD wajib
membuat dan menya npaikan laporan lidksanaan tugas

kepada atasan/ pimpin:in masing-masing
(2) Setiap ASN BPBD yang memangku jabat. manajerial wajib

mengambil tindakan sedinj mungkin  Habila ditemukan
atau ada indikasi penyimpangan dals lingkup tugas,
fungsi dan kewenangan serta tanggu jawab masing-
masing.
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Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan
wajib membentuk fatuan Tugas T
Operasi termasuk tu as reaksi cepat
meliputi kaji cepat
dapat membentuk Situan Tugas lai
sesuai dengan kebutulhan.

tugasnya Kepal

dan penyelamata:

Pelaksana BPBD
sat  Pengendalian
1m Reaksi Cepat
pertolongan) dan
vang diperlukan

(2) Satuan Tugas Wajib Melaporkan lasil kenerja dan

bertanggungjawab
BPBD.

langsung kepada

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUN(
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 11
Kepala BPBD mempunyai
merumuskan, membina,
mengkoordinasikan dan mempertanggung
teknis penyusunan dan pelaksanaan keb
bersifat spesifik di bidang penanggulangan

mengaiur,

Pasal 12
Dalam melaksanakan i 1zas pokols seb:
dalam Pasal 11, Kepala I''3D menyelenggs
a. perumusan kebijjal i1 teknis
tugasnya,;
b. pemberian dukung ' atas penyelen
daerah sesuai dengs 1 lingkup tugasny
c. pembinaan

Sesu:

dan
lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan tugas |:in yang diberika;
dengan tugasnya; dan

€. penyampaian laporan pelaksanaan tug

laksanaan tug

Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal 13
Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok

masukan dan pertimbingan kepada Ke .

penetapan
pengendalian

rencana, pelaksanaan,
penanggu langan bencana
yang meliputi pra benc: 1a, saat tanggap

bencana.

10

tugas P

hengawasan

Kepala Pelaksana

°1

kok  memimpin,

mengendalikan,
wabkan kebijaka.n
ikan daerah yang
encana.

imana dimaksud
ltan fungsi:

dengan  hngkup
aragn pemerintah

sesual  dengan.

leh Bupati sesuai

s BPBD.

memberikan saran,
la BPBD dalam
dan
ecara terintegrasi
arurat dan pasca
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Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok selgaimana dimaksud

pada ayat (1), Unsur Pengarah menyeleng arakan fungsi:

a. perumusan konsep kebijalan pelaksanaan
pPenanggulangan bencana daerah;

b. pemantauan terhadap pelaksanaan. pengawasan dan
pengendalian penan ggulangan bencana secara terintegrﬁlsi
yang meliputi pra bencana, saat tdanggap darurat dan
pasca bencana;

c. evaluasi dalam pen . clenggaraan pen: geulangan bencana

yang meliputi pra bencana, saat | ‘2gap darurat dan
pasca bencana; da;
d. pelaksanaan tugas kedinasan 1o sesuai  dengan

bidang tugas dan fu, 1gsinya.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 15
(1) Unsur Pelaksana d; | "mpin oleh seorar Kepala Pelaksana. -
(2) Kepala Pelaksana mempunyai tuga: pokok memimpin,
mengoordinasikan clan mengendalil:.in tugas-tugas di

bidang penanggulancan bencana sec: terintegrasi yang
meliputi pra bencana, saat tanggap larurat dan pasca
bencana.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok seb: aimana dimaksud

dalam Pasal 15 éyat (2). Kepala Pelaksan. menyelenggarakan

fungsi:

a. penetapan rumusan | ebijakan rencan ian program kerja
Penanggulangan berana:

t

b. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian
penyelenggaraan penanggulangan benc na: : :

C. penetapan rumussn kebijakan pengkomandoén
penyelenggaraan pe: 18gulangan bene

d.  penetapan rumus. kebijjakan p \ksanaan dalam
benyelenggaraan peringgulangan benc 1a: |

€. penetapan rumusar ebijakan evaluz  dan pelaksanaan
tugas pPenanggulang: 1 bencana:

f.  mengatur mendistrbusikan  dan engkoordinasikan
tugas-tugas bawah= sesuai dengan dangnya masing-
masing;

11
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g memberikan petunjuk dan bimbin
kepada bawahan;

h. memberikan mas.kan kepada Buj
Daerah sesuai tu; 1s dan fungsinya;

i.  pelaksanaan koordinasi/ kerja sama
unit kerja/instan«i/lembaga atau 1
penanggulangan | ~ncana:

j- pelaksanaan tugas kedinasan lain
BPBD dan/atau ‘upati sesuai der
fungsinya; dan

k. melaporkan hasil .inerja kepada Bu

Bagian Keempat

Sekretariat Unsur Pelak
Pasal 17

i1 serta pengawasan

t1 melalui Sekretaris

lan kemitraan dengan
‘hak ketiga di bidang

ng diberikan Kepala
n bidang tugas dan

tti.

ana

(1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimp:n oleh seorang Kepala

Jjawab kepada Kep:ila Pelaksana.
(2) Kepala Sekretariat mempunyai tug
mengoordinasikan dan mengenda
bidang pengelolaan pelayanan
meliputi pengoordinasian . pe:
pengelolaan umuii, kepegawaian,
dan pengembangan  pola kerjas:
bencana.
Pasal 18
Dalam melaksanaka: tugas scbagain
dalam Pasal 17 ayat (). Kepala Sekreta
fungsi:
a. pengkoordinasian bahan dalam
Renja, RKA dan DI'A BPBD sesuai lir
b. pelaksanaan DPA :PBD sesuai lingk
c. pelayanan administrasi umum,
kearsipan;
d. pengelolaan administrasi keua
kepegawaian;
€. pengelolaan urus:n rumah tangg
inventaris kantor;
f.  penyusunan pelaporan kinerja progr:
g pelaksanaan tugas kedinasan lain
Kepala Pelaksana : ¢suai dengan bid:
h. penetapan runiusan kebijake
. penyusunan dan peny
pertanggungjawab 11 pelalksanaan tu

as pokok memimpin,
lkan  tugas-tugas di

~sekretariatan yang

rusunan program,

ngelolaan keuangan
la  penanggulangan

ne. dimaksud pada
't menyelenggarakan

nusunan Renstra,
" KUup tugasnya;

D tugasnya;
ketatausahaan dan

oan  dan - urusan

perlengkapan dan

1 dan kegiatan;
vang diberikan oleh

g rugasnya;
pengoordinasian
mpaian ~ bahan

s Badan;

Sekretariat yang berkedudukan dib: wah dan bertanggung ¥

< ety



s

beényusunan dan pelaporan evalu i pelaksanaan tugas

pengelolaan pelayanan kesekretaria:an:

pelaksanaan koordinasi /kerja samz dan kemitraan dengan

unit kerja/mstansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang
pengelolaan pelayanan kesekretariatan: '
pelaksanaan tugas lain yang diberii-an Kepala Pelaksana
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

pelaporan dan pertanggungjawab: pelaksanaan tugas
dan fungsi Sekret: riat Unsur Pelaks a-

melaporkan hasil pekerjaan kepada -“pala Pelaksana; dan
melaksanakan tugas lain yang
Pelaksana sesuai | i dang tugasnya.

-~

Paragraf 1
Kepal: Sub Bagian Keur ran
Pasal 19
Sub Bagian Ke: ngan merupake satuan  pelaksana
Sekretariat BPE dalam pelal naan pengelolaan
keuangan, dipimp: ' oleh secrang Ke :la Sub Bagian yang
berkedudukan d: berrang_-c:ungja' b kepada Kepala

Sekretariat BPBD.

Sub Bagian Keuangan mempunyai ugas melaksanakan
pengelolaan keuangan BPBD.

Pasal 20

Untuk melaksanakan fugas sebagaima; dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2), Sub Bagian Keuanga; mempunyai uraian
tugas sebagai berikut: ’

&, «

b.

C.

menyusun bahan Renstra, Renja, F“A dan DPA BPBD
fesuai lengkup tugasnya;

melaksanakan DPA BPBD sesuai lingk 1 tugasnya;
menyusun  rencana  usulan kel \ituhan anggaran
keuangan; '

melaksanakan tuge s lain yang dijl kan oleh Kepala
Pelaksana BPBD ses i bidang t1igasn

mempersiapkan darn menyusun kelen; pan administrasij

keuangan;

mengelola pembukuan dan perbendah: 1an;
melaksanakan verifikasi kelengk: an bukti-bukti
administrasij keuang:n: _
menyusun  rekapitiulasi dan  lap ran penyerapan
keuangan sebagai balian evaluasi kiner Keuangan;

melaksanakan penyelcsaian biaya periilanan dinas dan

Pembayaran hak- hal. lainnya;

13
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J.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

BPBD sesuai lingkup tugasnya;
k. melaporkan hasil pekerjaan  kepacd -
BPBD; dan
melaksanakan turis lain vang di
Pelaksana BPBD s¢ ;uai bidang tugas:

[

Paragraf 2
Kepala Sub B:sian Umum dan &
Pasal 21
(1) 'Sub Bagian Umun: dan Kepegawaia
pelaksana  Sekreiariat BPBD
~ pengelolaan ketatausahaan,

perlengkapan dan

Kepala Pelaksana

rikan oleh Kepala

egawalan

merupakan satuan
alam

pelaksanaan
kerumahtanggaan,

kepegawaian, dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang berkedud ian di bawah dan

bertanggung jawab ~cpada Kepala Sel

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawai:
- melaksanakan pengelolaan

kerumahtanggaan, perlengkapan dan

Pasal 22
Untuk melaksanakan lgas sebagaimay
Pasal 21 ayat (2), S
mempunyai uraian tuga sebagai berikut:
. penyusunan bahan  ‘enstra. Renja,
sesuai lingkup tuga: a;
b.  pelaksanaan DPAB' D sesuai lingku;
€. pelayanan adminic s
kearsipan;
mengelola tertib adn 1iistrasi perkanto:
€. menyusun agen
keprotokolan;
f.  melaksanakan urus:
mempersiapkan sar: ;1 prasaraa kan
g melaksanakan Penga 1an, peravatan i
h. melaksanakan Pclayanan dan p
administrasi kepegav ian;
i.  mempersiapkan penyelenggaraan
tertentu dalam rangk: peningkatan kon
J.  melaksanakan tugas lain yang diberi]
BPBD sesuai lingkup tugasnya;
k. melaporkan dan mempertanggungjaw:
tugas Sub bagian Umi.n dan Kepegawa
l.  melaporkan hasil pekerjaan
BPBD; dan

Bagian Umus

umuimn,

kegiatan

' rumahtangga, k

kepada

14
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mempunyai tugas
ketatausahaan,

‘pPegawaian BPBD,

dimaksud dalam
dan Kepegawaian

A dan DPA BPBD

lpasnya;

titausahaan dan

n dan kearsipan;

pimpinan dan

manan kantor dan

clitaris  kantor;
nprosesan
'mbingan  teknis

Vetensi pegawai;
“n oleh Sekretaris

kan pelaksanaan
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b

‘epala  Pelaksang

b oogsigigfor dtg mese L 8

¥ 4.“2?1" o

e

ket e

g BT

(I



m.

melaksanakan tugas lain yang diber -an oleh Kepala
Pelaksana BPBD sesu:«: bidang tugasnya. :

) Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Program dan Per:iicanaan
Pasal 23
Sub Bagian Program dan Perencanaan r lerupakan satuan
pelaksana Sekretariat BPBD dalam per usunan program
dan perencanaan, dipimpin oleh seo ng Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan dan bertang; 1ngjawab kepada
Kepala Sekretariat BPBD.

(2) Sub Bagian Program can Perencanaan nempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program . in perencanaan
BPBD.

) ‘asal 24

Untuk melaksanakan tu; s sebagaimana lunaksud dalam

Pasal 23 ayat (2), Sub agian Program " Perencanaan

mempunyai uraian tugas s bagai berikut:

a. menghimpun bahan «:n mengoordinas = an penyusunan
Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD; :

b. melaksanakan DPA BFI D sesuai lingkup ' igasnya;

¢. melaksanakan kegiatin  monitoring, 1 igendalian dan
evaluasi pelaksanaan D’A, tugas dan fun i BPBD;

d. menghimpun bahan dan menyusun LAKI'" LPPD dan IPPD
BPBD;

e. melaksanakan verifikasi internal usul o perencanaan,
program, dan kegiatan ;PBD;

f.  menghimpun dan menganalisa hasil pele sanaan rencana,
program dan kegiatan B3PBD; .

g melaksanakan tugas lain yang diberika:: oleh Sekretaris
BPBD sesuai lingkup tusasnya;

h. melaporkan dan mem pertanggungjawal - an pelaksanaan
tugas Subbagian Program dan Perencana: '

i. melaporkan hasil pel ‘jaan kepada | »:ala Pelaksana
BPBD; dan

j. melaksanakan tugas ~in yang diberi = cleh Kepala
Pelaksana BPBD sesuai bidang tu gasnya,

Bagiiin Keempat
Bidang Penceg: 1an dan Kesiapsiz 1an
sal 25

(1) Bidang Pencegahan d. - Kesiapsingaan . crupakan unit
kerja BPBD sebagai unsur lini dal pelaksanaan
pencegahan dan kesi: siagaan encan (ipimpin oleh

seorang Kepala Bidang vang berkedudu! n dibawah dan
bertanggungjawab kepa ' Kepala Peclaksa

15
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(2) Bidang sebagaimana dimaksud pade

Untuk melaksanakan

tugas memimpin, membina dan n
tugas di bidang y.ng meliputi penc
-kesiapsiagaan peiranganan benca:
merata sesuai deng 1 kebutuhan pen

Pasal 26
ragas sebagaims

Pasal 25 ayat (2), B lang Pencegaha:
menyelenggarakan fun,

a.

b.
38

.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaiman

penyusunan bahai Renstra, Renja,
sesuai lingkup tuge 11ya;
pelaksanaan DPA | '3D sesuai lingku
penyelenggaraan upaya pencegahas
penanggulangan beicana;
pemantauan terhad.p lokasi rawan b:
sarana dan prasarana kesiagaan
bencana;
pelaksanaan monitoring dan evalu. .
pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana;
pelaksanaan pelaporan upaya
kesiapsiagaan penarggulangan beneca:
pelaksanaan tugas iedinasan lain ye
Pelaksana sesuai bidang tugasnva;
pelaporan dan pertanggungjawaban P
fungsi Bidang Pence #han dan Kesiap:
melaporkan hasil >ckerjaan kepad.
BPBD; dan
melaksanakah tug: . lain yang dil
Pelaksana BPBD ses 1ai bidang tugasn
Paragraf 1
Selisi Pencegahan
: Pasal 27
Seksi Pencegahan :icrupakan satua
Pencegahan dan Ke: | apsiagaan dalan
pencegahan bencan . dipimpin oleh ¢
yang berkedudukan 4di bawah da:
kepada Kepala Bidar - Pencegahan dan
Seksi Pencegahan mempunyai tu.
melaksanakan, mengevaluasi,
pengoordinasian, pengomandoan,
Peénanganan pencegahan bencana.
Pasal 28

Pasal 27 ayat (2), Seksi Pencegahan mem
sebagai berikut:
a. menyusun bahan Renstra, Renja. RI

sesuai lingkup tugasnya;

16

ayat (1) mempunyai
ngendalikan. tugas-
*cahan, mitigasi dan
secara adil dan
1ganan.,

dimaksud dalam
dan Kesiapsiagaan

A dan DPA BPBD

fugasnya,;
dan kesiapsiagaan

cana dan persiapan
lalam menghadapi

i1 terhadap upaya
dalam  menghadapi

pencegahan dan

'z diberikan Kepala

‘ksanaan tugas dan
gaan;
Kepala Pelaksana

ikan oleh ' Kepala

pelaksana. Bidang
elaksanaan upaya
rang Kepala Seksi
bertanggungjawab
-esiapsiagaan.
‘s merencanakan,
an melaporkan
lan  pelaksanaan

dimaksud dalam
Inyal uraian tugas

. dan DPA BPBD
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(1)

(2)

melaksanaan DPA BPBD sesuaj lingkup tugasny&
melaksanakan pényusunan petunjuk teknis d
pelaksanaan pencegahan bencana;
menyelenggarakan pencegahan, fasilitasi dan
mengantisipasi kejadian bencana;
menyelenggarakan penggalangan masyar

petunjuk
sosialisasi

t dan

mobilisasi gerakan pencegahan bencana; ,
melaksanakan pemantauan terhadap upaya
pencegahan bencana untuk digunakan seb bahan
antisipasi bencana-

melaksanakan tugas lain vang diberikan o Kepala
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan

lingkup tugasnya;:

melaporkan dan mempertanggungjawabkan p sanaan
tugas Seksi Pencegahan;

melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala §Pelaksana
BPBD; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan ol Kepala
Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Kesiapsiagaan
Pasal 29 .
Seksi Kesiapsiagaan merupakan satuan pelaksan Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksan, upaya
peénarganan Kkesiapsiagaan pada pra bencana,®dipimpin
oleh Seorang Kepala Seks;i yang berkedudukan®di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang P
dan Kesiapsiagaan.
Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas mere anakan,

cegahan

melaksanakan, mengevaluasi, dan mglapor_kan
pengoordinasian, pengomandoan, dan  pelaksanaan
peénanganan kesiapsiagaan pada pra bencana. '

Pasal 30 N

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksyd dalam

Pasal 29 ayat (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai ur
sebagai berikut:

a.

b.
e

=

o0

tugas

menyusun bahan Renstra, Renja. RKA dan D BPBD
sesuai lingkup tugasnya; :
melaksanakan DPA BPBD sesuaj lingkup tugasny
menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi kesi siagaan

bencana baik personil maupun materil dalam m ghadapi
kemungkinan bencana;

melaksanakan persiapan  sarana  dan
kesiapsiagaan bahaya bencana;:
melaksanakan penvusunan konsep pernyataan
siaga bencana pada wilayah dan atau lokasi terten
melaksanakan pemantauan kesiapsiagaan
bencana; :
melaksanakan evaluasi dan pelaporan kesiagaan be cana;

asarana

keadaah

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan® sesuai
dengan tugasnya;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas Seksi Kesiapsiagaan;

17



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud®dalam
Pasal 31 ayat (2), Bidang Kedaruratan dan gistik
menyelenggarakan fungsi:

a.

b.
C.

melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala P sana
BPBD; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh: epala
Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Kedaruratan Dan Logistik

Pasal 31
Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan u kerja
BPBD sebagai unsur  ini dalam pel aan

penanggulangan kedaruratan dan pengendalian logistik,
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan penanganan kondisi @.rurat,
menghimpun dan mendistribusikan bantuan logistik pada
lokasi kejadian bencana.

Pasal 32

penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPARBPBD
sesuai lingkup tugasnva;
pelaksanaan DPA BPBD sesuai lingkup 'tgasnya; :
pelaksanaan kebijakan dalam penanganan darurat bencana
dan pendistribusian logistik bantuan bencana: i
penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan p njuk
pelaksanaan dalam penggalian bantuan dan
pendistribusian bantuan bencana:

penyelenggaraan penyediaan penampungan dan paya
darurat lainnya dalam penanggulangan bencana; ,
pelaksanaan " pengaturan dalam pendistribusian gistik
korban bencana;

pemantauan terhadap penanganan darurat bencana dan
pendistribusian logistik; aia
pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penagganan
darurat bencana dan pendistribusian logistik; '
pelaksanaan pelaporan terhadap penanganan rat
bencana dan pendistribusian logistik; .
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan | epala
Pelaksana sesuai dengan tugasnya;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik: 3}(
melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pe

BPBD; dan 3
melaksanakan tugas Jlain yang diberikan oleh %K epala
Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

sana
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Paragraf 1
Seksi Penanganan Kedaruratan
Pasal 33

(1) Seksi Penanganan Kedaruratan merupak satuan
pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logis dalam
pelaksanaan penanganan kedaruratan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ked atan dan
Logistik.

(2) Seksi Penanganan Kedaruratan mempunyai tugas

- melaksanakan langkah-langkah dan tindak darurat
untuk keselamatan dan mengurangi penderi korban
bencana.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dim d dalam

Pasal 33 ayat (2), Seksi Penanganan aruratan

menyelenggarakan fungsi: ’

a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan 'A BPBD
sesuai lingkup tugasnya; -

b. melaksanakan DPA BPBD sesuai linglkup tugasnya;

c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis daﬁpetunjuk
pelaksanaan tanggap darurat korban bencana;

d. melaksanakan langkah-langkah dan tind . darurat
untuk keselamatan korban bencana; '

e. melaksanakan penyediaan sarana dan rasarana
penanganan darurat korban bencana;

f. menyelenggarakan pengaturan, pengama: dan
ketertiban dalam penanganan darurat:

g melaksanakan koordinasi dan sinkronis dalam
penanganan darurat korban bencana: ai

h. melaksanakan pelaporan penangaiian darur korban
bencana;

1.  melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan
lingkup tugasnya;

J.  melaporkan hasil pekerjaan kepa la Kepala $Pelaksana
BPBD; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan ol Kepala
Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Logistik
Pasal 35

(1) Seksi Logistik merupakan satuan pelaksang Bidang
Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan pengelolaan
logistik, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

(2) Seksi Logistik mempunyai tugas mengupayakan Kecukupan

kebutuhan logistik kepada korban bencana d
pendistribusian pada lokasi kejadian bencana.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Pasal 36

Pasal 35 ayat (2), Seksi Logistik mempunvyai uraian ugas
sebagai berikut:

a.

b.

C.

(1)

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Pasal 37 ayat (2), Bidang Rehabilitasi d«n Rekonsf
menyelenggarakan fungsi: ;

menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPASBPBD
sesuai lingkup tugasnya;

melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunju
dan petunjuk pelaksanaan pemenuhan dan pendist.n‘i

logistik korban bencana; !
melaksanakan kebijakan dalam pemenuhan keb
dan penyaluran bantuan logistik korban bencana;
melaksanakan penataan dan pengaturan alam
menghimpun dan menyalurkan bantuan logistik Korban
bencana; ?

melaksanakan penyaluran bantuan logistik rban
bencana; :

melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyaluran

han

logistik korban bencana;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan' oleh
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai a%ngan
tugasnya;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksa
tugas Seksi Logistik; :
melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pelak
BPBD; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

laan

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 37 |
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merup;\kan unitikerja
BPBD sebagai unsur lini dalam pelaksanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi bencana, dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Pelaksana. s
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memp yai
tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugasstugas
di bidang pengkoordinasian, dan pelaksanaan,
penanggulangan bencana yang meliput rehabilitasi dan
rekonstruksi sarana dan prasarana pasc: bencana secara
adil dan merata sesuai dengan kebijakan pemegntah
daerah.

Pasal 38
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(1)

penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA d
sesuai lingkup tugasnya;

DPA BPBD

penyusunan rencana dan program kerja, pen

dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekons pasca
bencana;
penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi elaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban
bencana;

pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan@® pelaporan
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pe ggulangan
korban bencana; '
peényusunan rumusan kebijakan perbaikan d pemulihan
semua aspek pelayanan publik;

pényusunan rumusan kebijjakan norm si aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pasca bencana; ' '

penyusunan rumusan kebijakan pembangun prasarana
dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca
bencana,; ' ;
penyusunan rumusan kebijakan peningkatan$peran serta
masyarakat dalam segala aspek kehidupan begmasyarakat
pada wilayah pasca bencana;

peényusunan rumusan kebijakan pengua komunitas
yang terkena bencana;

penyusunan rumusan kebijakan pemberdayfan sosial
ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan
daerak; '

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dib‘eirikan oleh
Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasn}g;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana
fungsi Bidang Rehabilitasi dan Reko nstruksi;

melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala® Pelaksana
BPBD; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan
Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

tugas dan

h Kepala

Paragraf 1
Seksi Rehabilitasi
Pasal 39

Seksi Rehabilitasi merapakan satuan pelak 1a Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam :

seorang  Kepala Seksi yang berkedud
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehat
Rekonstruksi. '

ilitasi dan
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(2) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas merenc )
melaksanakan, mengevaluasi dan melapgrkan

pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi sar dan
prasarana pasca bencana.
Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud |

Pasal 39 ayat (2), Seksi Rehabilitasi mempunyai uraianftugas

sebagai berikut:

a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD
sesuai lingkup tugasnya;

b. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;

C. menyusun rencana Kerja seksi rehabilitasi;

d. melaksanakan pendampingan dan konseling osial
terhadap masyarakat sebagai akibat kejadian bencana}

€. menyusun bahan rumusan kebijakan pembangunan
kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan
pada wilayah pasca bencana;

f. menyusun bahan rumusan kebijakan normalisasi @spek
pemerintahan dan kehidupan masyaralkat pada wilayah
pasca bencana,;

g melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan
tugas;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberik oleh
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstrul-si sesuai d gan
bidang tugasnya;

i. melaporkan dan mempertangungjawablan pelaksanaan
tugas Kepala Seksi Rehabilitasi;

j. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pelaksana
BPBD; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikanj oleh Kepala
Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Rekonstruksi
Pasal 41

(1) Seksi Rekonstruksi merupakan satuan pelaksana Bigang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan
rekonstruksi dalam penanganan bencan:. dipimpina?oleh
seorang  Kepala Seksi yang Dberkedudukan &
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitas
Rekonstruksi.

(2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas merencan
melaksanakan rekonstrulksi penanganan bencana daer

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (2), Seksi Rekonstruksi mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:
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berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan b daya;

C. menyusun bahan rumusan kebijakan penegakan sepk

an
hukum dan ketertiban pasca bencana;

d. menyusun bahan rumusan  kebijakan peningkatan
peranserta masyarakat dalam segala aspek kehiupan

4. menyusun rencana kerja Seksi Rekonstruksi;
b. menyusun bahan rumusan kebijakan tumbu d

bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
€. menyusun bahan rumusan kebijakan penguatan ko nitas
yang terkena bencana;

f. menyusun usulan rencana program dan kegiatan ra; cang
bangun pasca bencana: i

g melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelak
tugas;

h. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelak
rekonstruksi pada lokasi kejadian bencana:

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberik
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
dengan bidang tugasnya;

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelak
tugas Kepala Seksi Rekonstruksi;

k. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pela

aan
aan

oleh
suai

aan

l. melaksanakan tugas lain yang diberilkkan oleh
Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaks an
sebagian tugas Badan Penanggulangan Benca na Daerah sesuai
dengan bidang keahlian dan kebutuhan sesuai g gan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana d imaksud am
Pasal 43, terdiri dari sejumlah tenaga dalam lenjang Jabatan
Fungsional yang terbagi dalam berbagai icclompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

Pasal 45

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pada
Pasal 43, dipimpin oleh Seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepala Kepala Ba /

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dilam
Pasal 43, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja;

(3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43, diatur dengan berpedoman kepada ketentuan
peraturan perundang-und angan. i
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BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, ala
Bidang, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional diangkat®dan
diberhentikan oleh Bupati ving ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 47
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Nome atur
jabatan yang sudah ada tetap berlaku sampai deagan
ditetapl:annya Keputusan Bupati yang sesuai dengan Pe
Bupati ini.

Pasal 48
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan B ati
Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembent
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Be a
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Berita Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2010 Nomor 08) dan Peraturan Bipati
Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Uraian ’l¥;as
Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana D rah -
Kabupaten Tapanuli Utara (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara Tahun 2010 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan
berlaku,

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaky pada tanggal diundan gkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapanuli Utara. 5
Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal " - 1D+ 20p2)
BUPATI TAPANULI UTARA,
Dto,-
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung

pada tanggal W= - 200

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3%

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PIt. KEPALA BAG HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA / Ilc

NIP. 19870704201101 1008,-
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Kepala'vBadan, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat,
Bidang, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional diangka
diberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Kep

epala
dan

Pasal 47
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Nome

Jabatan yang sudah ada tetap berlakuy sampai depgan

Pasal 48
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemben
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Be a
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Berita Daerah Kabu en
Tapanuli Utara Tahun 2010 Nomor 08) dan Peraturan Bypati
Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Uraian as
Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara Tahun 2010 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tig
berlaku.

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangian.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan&an
Peraturan Bupati ini dengan peénempatannya dalam Berita Dae

L

Kabupaten Tapanuli Utara. -
Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal " -0 - 202)
BUPATI TAPANULI U TARA,
Dto,-
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung

pada tanggal - 10 - 202,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPAN ULI UTARA,

Dto,-

NDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
3ERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 N OMOR _32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

’It. KEPALA m HUKUM,

VELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
'ENATA / Ill.c

“[TP. 19870704201 1011008,-
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